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PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.AGM

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat,  tempat  tanggal  lahir,  Air  Petai,  17  Juli  1994,  agama  Islam,

pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Mengurus  rumah  tangga,

bertempat tinggal di Dusun Rejo Sari, RT 003/RW 003, Desa Air

Petai, Kecamatan  Putri  Hijau,  Kabupaten  Bengkulu  Utara,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  tanggal  lahir,  Tugu  Mulyo,  22  Mei  1991,  agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Tatar Anyar, bertempat

tinggal di Mess PT. Tata Anyar di Desa Air Petai, Kecamatan

Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  18

November  2019  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Arga Makmur dengan Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 18 November

2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.- - -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal  01  November 2016,  dihadapan Pegawai  Pencatatan Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Putri  Hijau,  Kota  Bengkulu  Utara,

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/XI/2016,
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tertanggal  01  November  2016,  pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus

perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2.------Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rejo Sari, RT 003, RW 003,

Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri  (Ba’da Dukhul)

dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 12 Desember 2016;

4.------Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan damai hal itu berlangsung selama  5 bulan, namun sejak bulan

April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

1.- Tergugat memaksa berhubungan suami istri kepada Penggugat, akan

tetapi  Tergugat  menolaknya,  karena pada saat  itu  kondisi  Penggugat

masih dalam kondisi selesai melahirkan;
2. Tergugat sering keluar malam, minum-minum yang memabukkan, dan

pulang kerumah hingga pagi hari, akibat dari kejadian tersebut terjadi

pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5.---Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

terjadi pada bulan Juni 2017 karena cek-cok masalah diatas, dan setelah

terjadi  pertengkaran  anatara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut,  Tergugat

suka  menyebarkan  aib  istri  kepada  temen-teman  Tergugat,  akibat  dari

kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan

Tergugat pulang ke Mess PT. Tata Anyar di Desa Air Petai, Kecamatan Putri

Hijau,  Kabupaten  Bengkulu  Utara,  sedangkan  Penggugat  tetap  tinggal

dirumah orang tua Penggugat di Dusun Rejo Sari, RT 003, RW 003, Desa

Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah

berlangsung kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan;

6.----Bahwa kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

7.Bahwa tujuan pernikahan  Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah sudah  tidak  dapat  diharapkan  lagi,

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
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8.--------Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  Cq. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan untuk  menjatuhkan putusan sebagai

berikut;

I.--------------------------------------------------------------------------------------PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  terhadap

Penggugat;
3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
II. SUBSIDAIR

Apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang

dan tidak menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai  wakil  atau kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut yang  relas

panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata  tidak

datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

         Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan

kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak

dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang,  bahwa  kemudian  dibacakanlah  gugatan  penggugat

tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang,  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap

kepersidangan  namun  karena  perkara  ini  adalah  menyangkut  bidang

perkawinan maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran

dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai

berikut :  

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan  NIK  1703145405940002,

tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh  Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan  dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf; 

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  207/02/XI/2016,  tanggal 01  

November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama  Kecamatan  Putri  Hijau,  Kabupaten  Bengkulu  Utara,  telah  

dinazegellen dan  dicocokkan   dengan  aslinya  oleh  Ketua  Majelis  

ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi 

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam,`pendidikan SMP, pekerjaan

wiraswasta,  tempat  tinggal  di Desa  Air  Petai,  Kecamatan  Putri  Hijau,

Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung

karena Saksi adalah keluarga dekat Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang  telah  menikah  pada  tanggal  01  November  2016,  Penggugat

saat menikah berstatus perawan adapun Tergugat seorang jejaka;

- Bahwa  setelah  pernikahannya  Penggugat  dengan  Tergugat

tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Rejo Sari,

Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara; 

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

selama  lebih  kurang  5  berjalan  rukun,  kemudian  tidak  rukun  dan

harmonis lagi;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak

rukun,  karena  saat  Penggugat  dalam  keadaan  habis  melahirkan

Tergugat  mengajak  Penggugat  memlakukan  hubungan  badan,

namun Penggugat menolaknya, akhirnya terjadi pertengkaran; 
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- Bahwa hal itu Saksi ketahui dari Penggugat sendiri lantaran saat

Penggugat dengan Tergugat habis bertengkar;

- Bahwa  penyebab  lainnya,  karena  Tergugat  suka  keluar  malam

dan  meminum  minuman  yang  memabukkan,  dan  sering  pulang

setelah menjelang hari pagi;

- Bahwa,  sejak  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

kemudian berpisah, maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

lagi melakukan hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  langsung  pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

- Bahwa  akibat  dari  itu  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal

serumah  lagi  sejak  setelah  bulan  Juni  tahun  2017,  hingga  saat

gugatan ini diajukan telah berlangsung selama  lebih 2 tahun;

- Bahwa Tergugat  pulang dan tinggal  d  Mess PT Tata  Anyar  di

Desa  Air  Petai,  Kecamatan  Putri  Hijau,  adapun  Penggugat  tetap

tinggal di  rumah orang tua Tergugat di  Desa Air Petai,  Kecamatan

Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, tidak

pernah Penggugat dan Tergugat bersatu lagi, dan Tergugatpun tidak

ada berusaha untuk berbaikan dengan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut  pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga,  tempat tinggal  di  Desa Air  Petai,  Kecamatan Putri

Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung

karena Saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang  telah  menikah  pada  tanggal  01  November  2016,  Penggugat

saat menikah berstatus perawan adapun Tergugat seorang jejaka;
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- Bahwa  setelah  pernikahannya  Penggugat  dengan  Tergugat

tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Rejo Sari,

Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara; 

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

selama  lebih  kurang  5  berjalan  rukun,  kemudian  tidak  rukun  dan

harmonis lagi;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak

rukun,  karena  saat  Penggugat  dalam  keadaan  habis  melahirkan

Tergugat  mengajak  Penggugat  memlakukan  hubungan  badan,

namun Penggugat menolaknya, akhirnya terjadi pertengkaran; 

- Bahwa hal itu Saksi ketahui dari Penggugat sendiri lantaran saat

Penggugat dengan Tergugat habis bertengkar;

- Bahwa  penyebab  lainnya,  karena  Tergugat  suka  keluar  malam

dan  meminum  minuman  yang  memabukkan,  dan  sering  pulang

setelah menjelang hari pagi;

- Bahwa,  sejak  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

kemudian berpisah, maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

lagi melakukan hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  langsung  pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

- Bahwa  akibat  dari  itu  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal

serumah  lagi  sejak  setelah  bulan  Juni  tahun  2017,  hingga  saat

gugatan ini diajukan telah berlangsung selama  2 tahun 6 bulan;

- Bahwa Tergugat  pulang dan tinggal  d  Mess PT Tata  Anyar  di

Desa  Air  Petai,  Kecamatan  Putri  Hijau,  adapun  Penggugat  tetap

tinggal di  rumah orang tua Tergugat di  Desa Air Petai,  Kecamatan

Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
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- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, tidak

pernah Penggugat dan Tergugat bersatu lagi, dan Tergugatpun tidak

ada berusaha untuk berbaikan dengan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut  pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

           Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan

alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara

lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan

mohon putusan;

Bahwa,  tentang  jalannya  pemeriksaan  lebih  jauh  di  persidangan

semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat

uraian  dalam putusan  ini  Majelis  menunjuk  segala  hal  yang  termuat  dalam

berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk

pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak

pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

hukum,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  oleh  Jurusita

Pengganti  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  sesuai  ketentuan  Pasal  26

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dengan  demikian  harus  dinyatakan  Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mempelajari  berkas

perkaranya,  perkara  ini  adalah  perkara  gugatan  perceraian  yang  termasuk

dalam  bidang  perkawinan  dan  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan  relaas
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panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Air Petai, Kecamatan

Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.1), dan Tergugat

tinggal di Desa yang sama, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara

yang  merupakan  wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  dan

berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  secara

absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  upaya  damai  oleh  Majelis  Hakim  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula  mengutus

orang lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya yang  sah meskipun telah  dipanggil

secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

undang Nomor  1 Tahun 1974  jo Pasal  82  ayat  (1)  dan (4)  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-

sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang

menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus

terlebih  dahulu  diselesaikan  dengan  mediasi,  namun  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Mentimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat  adalah

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak

menikah pada tanggal 01 November 2016, hanya selama lebih kurang 5 bulan

yang  berjalan  rukun,  setelah  itu  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

sebagaimana  yang  diungkapkan  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  pada

posita  angka (4),  kemudian setelah  itu  Tergugat  sering  keluar  malam untuk
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minum tuak, dan sering pulang pagi, sehingga akhirnya Tergugat telah pergi

meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan selama 2 tahun 6

bulan dari kepergianya itu Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sebai

suami  istri,  sementara  pihak  keluarga  dari  kedua  belah  pihak  telah  tidak

berusaha  lagi  agar  Penggugat  dengan   Tergugat  kembali  rukun,  karena

Tergugat berprilaku sebagaimana yang diungkapkan dalam gugatan Penggugat

pada angka (4) dan angka (5) serta angka (6), (7) dan (8);

Bahwa  atas  dasar  hal-hal  tersebut  Penggugat  memohon  kepada

Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.1  berupa  Fotokopi  KTP atas

nama  Penggugat  dan  Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

207/02/XI/2016,  tanggal  01  November  2016,  Majelis  menilai  bahwa  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  alat  bukti  karena  telah

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi

sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen

dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara

materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai

warga DesaAir Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dan

hubungannya  dengan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  telah

menikah  pada  tanggal   01  November  2016,  beragama  Islam  dan  sampai

sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai),  maka

Majelis berpendapat bahwa bukti  surat tersebut memenuhi  syarat formil  dan

materil  alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan

cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama Arga  Makmur  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan

Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah

memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  karena  saksi-saksi  tersebut  telah

dewasa,  secara  pribadi  (in  person)  telah  hadir  sendiri  di  persidangan,

memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut

saling  bersesuaian  satu  sama  lainnya  dimana  kedua  orang  saksi  tersebut

menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri

dan belum pernah bercerai;

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  dari

tempat kediaman bersama sejak bulan Juni tahun 2017;

- Bahwa  penyebab  berpisahnya  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah karena telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  sudah  tidak  berusaha  lagi

merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi

yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang

telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan

keterangan Penggugat  di  persidangan,  Majelis  menemukan fakta-fakta  yang

sudah dikonstatir sebagai berikut: 

1. Bahwa,  benar  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  dan  belum

pernah bercerai; 

2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun

dan  harmonis  selama  lebih  kurang  5  bulan  setelah  itu  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah  rukun  dan  harmonis  lagi

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

3.  Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada

tahun bulan Juni  2017 tersebut,  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah
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rumah, Penggugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama dirumah

orang tua  Penggugat,  adapun Tergugat  telah  pulang kerumah orang tua

Tergugat dan saat  ini  Tergugat tinggal  di  tempat kerjanya Mess PT. Tata

Anyar di Desa air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara

dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu

lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

4. Bahwa, pihak keluarga telah  tidak  berupaya lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga rumah

tangga untuk selanjutnya tak perlu tetap dipertahankan;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  sidang

sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut

bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang,  dari  fakta-fakta  tersebut  diatas,  pada  fakta  poin  (1)

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  sah  dan  tidak

pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum

sebagai  pihak-pihak  dalam perkara  ini,  dan  Penggugat  berhak  mengajukan

gugatan  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  sebagaimana  dimaksud

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah

tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 5 bulan

saja  berjalan  rukun  namun  setelah  itu  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu

lagi  layaknya suami isteri,  fakta ini  telah membuktikan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus

dinyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  salah  satu  alternatif

alasan  perceraian  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  19  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975

jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam dapat  dipahami  tidak  hanya

dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami
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isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja

makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya, maka hal itu

dapat  dikatakan  sebagai  perselisihan,  dan  alasan  perceraian  sebagaimana

ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam tersebut  tidak  ditujukan kepada

para  pihak,  suami  atau  isteri  yang  menjalani  perkawinan,  akan  tetapi  pada

lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan

sudah  terlihat  adanya  keretakan  dan  keretakannya  itu  sudah  sulit  untuk

diperbaiki dan disatukan kembali  (broken married), maka cukup alasan untuk

membubarkan  perkawinan  tersebut  tanpa  mempersoalkan  lagi  pihak  mana

yang menjadi penyebab terjadi  perselisihan dan atau pertengkaran  tersebut; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga

menunjukkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  ikatan  batin

yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga,  sudah

tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh

karenanya  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  mencapai  tujuan

perkawinan guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  merasa

cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan

diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian

itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum

ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut

diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan

ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar

ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur

lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu

perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang,  bahwa  menurut  penilaian  Majelis  mempertahankan

perkawinan seperti itu hanya akan  mengakibatkan kemadharatan dan ekses-

ekses negatif  (madharat)  bagi  Penggugat  dan Tergugat,  dan sesuai  dengan

kaidah Hukum Islam, bahwa  menolak kemadharatan harus didahulukan dari

pada menarik kemaslahatan; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  setiap  kali  persidangan  telah  berusaha

menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali

bahwa  pernikahan  itu  termasuk  ibadah  dan  mengingat  kembali  pesan  Nabi

Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh

Allah,  namun  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat   dan

berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah

berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun

kembali, tetapi tidak berhasil,  maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  dan

disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai

dari  Tergugat,  sehingga  tidak  memungkinkan  Penggugat  untuk  meneruskan

membina rumah tangga dengan Tergugat,  maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa sikap Penggugat  tersebut  mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat

lagi  terhadap  Tergugat,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  dapat

menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan

dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut: 

لقا           ا عليه طلق جها و لز جة و ا طلقة ضىلز

رغبة   شاذا  م عد تد

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri  kepada suaminya maka Hakim

dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap  Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam

bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara

kepada Penggugat;

Mengingat,  semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Arga Makmur pada hari  Rabu  tanggal  4 Desember 2019

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  7 Rabiul  Akhir 1441 Hijriyah  oleh  Drs.

Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis serta  Drs. Ramdan  dan  Risnatul

Aini, S.H.I., M.H.  sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh  Khairul Gusman, S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Hakim  Anggota,

           dto

      

Ketua Majelis

dto
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Drs. Ramdan Drs. Syaiful Bahri, S.H.

                  Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

 Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran                   Rp.    30.000,00

2. Biaya Proses                            Rp.    75.000,00

3. Biaya Panggilan + PNBP         Rp.  350.000,00

4. Biaya Redaksi                          Rp.    10.000,00     

5. Biaya  Meterai                          Rp.      6.000,00

     Jumlah                                     Rp. 471.000,00

                                 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 
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